
BUPATI L.AMPUNG TIMUR
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR: \ '7 TABUN 2008 

TENTANG 

/\ 
PENJABARAN PERTANGGlJNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PE~DAPATANDAN BELANJA DAERAH 
-TABUN ANGGARAN 2007 

BUPATl LAMPUNG TIMUR, 

Menimbang	 bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nornor .....Tahun 
2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Tahun Anggaran 2007; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi 
Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 46, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 3825); 

• 2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Waykanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 
46,	 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3825); 

3.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lernbaran Negara Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lernbaran Ncgara Nornor 3569); 

4.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana te1ah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahuu 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 



5.	 Undang-Undang NomOI 21 Tahun 1997 tentang Bea Pero1ehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahur 199
Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3688); 

6.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan :'\egara 
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbarar; :'\egara 
Repub1ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran :'\egara 
Nomor 3952); 

7.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun :C,·=: tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia :'\o~or -+286); 

8.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun :,=,,=.l tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :'\c:::or -1-355); 

9.	 Undang-Undang Repub1ik Indonesia Nomor 10 tahuz :>:1..1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran :'\egc.:-a Republik 
IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran :'\e;a~ Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

10.	 Undang-U nclang Rcpubli k Indoncsia Nomor 15 Tahur: ::'J'-+ lentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Ke;.l~;.l.'1 Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 :'\offior 66. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) : 

11.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tah.;r; ==<-1 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones.a Tahun 2004 
Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik I:-.':c:-.esia Nomor 
4437); 

12.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbar.gar; Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Le::-.:-2;"2:: :\'egara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

• 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun .::. '==1: tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :'=1,='1 :\omor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ?\omor ~:: 8 I: 

14.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahur; '::'C .=1: tentang 
Retribusi Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T':..nun 2001 
Nomor 119, Tarnbahan Lembaran l-;'~gara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

15.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 24 Tahun :C:C6 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416); 

16.	 Peraturan Pemerintah Repub1ik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 ter.tang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 



Menetapkan 

17.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2006 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nornor 
4576); 

18.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2006 tentang 
Sistern Informasi Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

19.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang 
PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

20.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelo1aan Keuangan Daerah, sebagaimana telah ~i:.lt-3Jl dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 200-: 

21.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur "\"cIT:c:- -.1 Tahun 2003 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeran: 

22.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tirnur "\"o~:::- ,=,..: Tahun 2007 
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Be~a:::.l Daerah Tahun 
Anggaran 2007; 

23.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur "\"0::-.-:-:- :8 Tahun 2007 
tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatar; 2 Be.anja Daerah 
Tahun Anggaran 2007; 

24.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur "\"c~:':- :.; 1ahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Keweasr.ca.....: Pernerintahan 
Daerah ; 

25.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ~or::-2:- :: Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 5e!c"-e:.a::a: Daerah, 
Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Larnpung T:....-:::.:.:: 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PE1\J.-\3.-'...-"{...-\~ 

PERTANGGU1\JGJAWABAN PELAKSANAAN ANGG.-\~.A\' 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARA~ :==:-. 

Pasal1 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah .Rp. 23.619.732.148,86 
b. Dana Perimbangan	 Rp. 676.798.064.712,00 
c. Lain - lain Pendapatan yang sah Rp. 6.740.982.968,00

----"-----:c:--_____.::-:-c'--:-:-:
Jurnlah Pendapatan Rp. 707.158.779,828.86 

http:PE1\J.-\3


2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1). Belanja Pegawai Rp. 279.287.437.566 
2). Belanja Bunga Rp. 
3). Belanja Subsidi Rp. 
4). Belanja Hibah Rp. 8.185.602.00'." 
5). Belanja Bantuan Sosial Rp. 16.732.472.55(1 
6). Belanja Bagi Hasil Rp. 291.15:.:6~ 

7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 39.477.88Ci .:i>: 
8). Belanja Tidak Terduga Rp. 1.104.:9:.C-~ 

b. Belanja Langsung 
1). Belanja Pegawai Rp. 36.047.:::.-:8 
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 136.056.93 -.5 -':1 
3). Belanja Modal Rp. 188.785.6-:.':';: 

Jumlah Belanja Rp. -05.967.736.431,

Surplus 

3. Pembiayaan 
1). Penerimaaan Rp. 133.680.:S6. -:;-.99 
2). Pengeluaran R:..::Jpc::...:._----'-:...:....:...:....:....:-=-.:..:...:....:...::...:....:...::....-4.00C.(';:':. :'::.00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp.129.680.286.767,99 

Sisa lebih pernbiayaan anggaran tahun berkenaan R:-.::: .S-1.330.165,85 

Pasal2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana .£-::.:;~.~.: dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati Lampung T:--::.= :::i. 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana '::=~"-5~: :~.am pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisas: :;- ::.~:::::..:: 

Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana .::~..::....-.::~..:: Pasal 3 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur in: 

Pasal5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal .; ~.~:-~;::""':::""-. :- .:.~i3.n 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lampung Timur ::-.. 



Pasal6 

Peraturan Bupati Lampung Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 2'3 Nopember 2008. 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

-e~_ 

SATONO -----
Diundangkan di Sukadana
 
pada tanggal, 2 Z, Nopember 2008.
 

SEKRETARIS DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUN TIMUR,
 

I WAYAN SUTAR.JA 

- BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
TABUN 2008, NOMOR ; I;b 


